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ABSTRAK

(A) Nama: Fahrul Alhadad (NIM: 205239102)
(B)

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NETRALITAS ASN DARI
UNSUR POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS
DI KOTA

(C) Halaman: x + 131 + 2023
(D) Kata kunci: Penerapan Sistem Merit, Manajemen Aparatur Sipil Negara,

Netralitas.
(E) Isi:

Politisasi birokrasi terhadap ASN berdampak buruk terhadap kualitas kinerja
ASN, karena digunakan untuk memenuhi keinginan golongan tertentu, yang
sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara. Permasalahan yang dihadapi
dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem merit sebagai konsep
manajemen ASN di Indonesia dan bagaimana penerapan sistem merit dalam
manajemen ASN dan netralitas ASN dari unsur politik berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya di
Kota Ternate. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sistem merit pada dasarnya termuat dalam Pasal 51 UU ASN yang
menyatakan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem
merit. Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi
dalam manajemen ASN. Sistem merit ASN belum diterapkan dengan
maksimal di pemerintahan Kota Ternate karena instansi pemerintahan
belum memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam PermenPAN RB Nomor
40 Tahun 2018. Tentunya hal ini harus dibenahi secara bersama-sama,
memiliki kemauan bersama untuk menerapkan sistem merit ASN ini agar
terwujudnya good governance di Pemerintahan Kota Ternate. Masih terdapat
kekurangan-kekurangan yaitu sumber daya aparatur yang belum mencukupi,
penerapan sistem merit ASN belum dilaksanakan secara menyeluruh di
setiap instansi pemerintah daerah, dan belum diterapkan semua prinsip good
governance.

(F) Acuan: 57 (1981-2022)
(G) Pembimbing

Dr. Rasji, S.H., M.H.
(H) Penulis

Fahrul Alhadad



1

DAFTAR SINGKATAN

ASN adalah Aparatur Sipil Negara

UU ASN adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat

CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil

JPT adalah Jabatan Pimpinan Tinggi

Menpan RB adalah Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

SDM adalah Sumber Daya Manusia

PNS adalah Pegawai Negeri Sipil

KASN adalah Komisi Aparatur Sipil Negara

PDIP adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PAN adalah Partai Amanat Nasional

PBB adalah Partai Bulan Bintang

PKS adalah Partai Keadilan Sejahtera

NASDEM adalah Nasional Demokrat

BKPSDM adalah Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya

Manusia


